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GLOSARIUM
Blok Tebangan : Kumpulan dari petak-petak yang akan ditebang
Bidang RPH : Bidang Rehabilitasi dan Produksi Hutan dibawah

Dishutbun Provinsi
Hutan Produksi (HP) : Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok

memproduksi hasil hutan

Hutan Lindung (HL) : Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok
perlindungan secara ekologis

Hutan Kemasyarakatan : Wujud dari program Kehutanan Sosial

Inventarisasi Hutan/Cruising : Pengukuran Potensi Tegakan Hutan

ICCTF . Climate Change Trust Fund. Lembaga donor

internasional di bidang pengurangan emisi
karbon

Kehutanan Sosial/ Social Forestry : Konsep Kehutanan yang tidak menitikberatkan
pada kayu saja

Kesatuan Pengelolaan Hutan . Unit Pengelolaan Teknis Kehutanan di tingkat
terkecil (tapak)

Kelompok Tani Hutan : Kelompok masyarakat yang memperoleh ijin
pemanfaatan hasil hutan

MFP : Multi-stakeholder Forestry Programme. Lembaga
donor internasional di bidang kehutanan

Over Cutting . Penebangan yang melebihi syarat minimum

jumlah tebangan yang telah ditentukan

Perhutanan Sosial : Wujud program Kehutanan Sosial oleh Perhutani
Petak : Unit terkecil dalam pengelolaan hutan
Provisi Sumber Daya Hutan : Pajak kehutanan di Hutan Kemasyarakatan, Hutan

Rakyat, dan HPH swasta
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RKU : Rencana Kerja Umum (10 tahunan) dalam
bentuk dokumen
RKT : Rencana Kerja Tahunan (1 tahunan) dalam

bentuk dokumen

RKO : Rencana Kerja Operasional (1 bulanan) dalam
bentuk dokumen

Tanaman Pokok : Jenis tanaman dominan dan menjadi tujuan
pengelolaan

Tumpangsari : Tanaman semusim yang di tanam di bawah

tegakan pohon
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BDH
BPHPKP
BPDAS
CBFM
Dephut
Dishutbun Provinsi
Dishutbun Kabupaten
HPH
HKm
IUPHHK
IUPHHBK
IUPHHKm
KLHK
KTH

KPH
KPHP
KPHL
KPHK
LHP

LHC
NSPK
PHBM
Perhutani
RPH

SDH
Tahura
UPTD

DAFTAR SINGKATAN

: Bagian Daerah Hutan

: Bagian Pengelolaan Hutan Produksi Kayu Putih
: Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

: Community Based Forest Management

: Departemen Kehutanan

: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi

: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten

: Hak Pengusahaan Hutan

: Hutan Kemasyarakatan

. ljin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

- Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu
> Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kemasyarakatan
: Kementrian Lingkungkan Hidup dan Kehutanan
: Kelompok Tani Hutan

: Kesatuan Pengelolaan Hutan

: Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

: Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung

: Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi

: Laporan Hasil Penebangan

: Laporan Hasil Cruising

: Norma, Standar, Prosedur, Kriteria

: Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat

: Perusahaan Hutan Negara Indonesia

: Resort Pengelolaan Hutan

: Sumber Daya Hutan

: Taman Hutan Raya

: Unit Pelaksana Teknis Daerah
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